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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 an tara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 4355);

Mengingat:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang:

GUBERNURKALIMANTANSELATAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
PROVINSIKALIMANTANSELATANTAHUNANGGARAN2020

TENTANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

PERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANSELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Dipindai dengan CamScanner

5. Uudnng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pcrcncanaan Pernbangunan NasionaJ (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik: Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambah an Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peru bah an Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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12. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membabayakan Perekonomian Nasional
dari/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ten tang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintab Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 42~Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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2~), Pcrul urnu Prr.sitkn Nomor 87 1'ohun 201' t ntnng Peraturan
p .luksuun U"dnl\~" ndnng Nomor 12 Tnhun ...011 tentnng
1 nubcutul ..nn I nuumu P{~l'\mctt\ng-\\tldongnn (Lembaran
Ncgnrn Rcpublil In loucsin Tnhun _014· Nomor 19 );

24. Pcruturnn Prcsid n N(mor 16 Tuhun 201 c t 1tong Pengadaan
13nm"f.t/,Jt\~H Pcmcrintnh (Lerubnrnn N 'guru Rcpublik Indonesia
Tuhun 2018 Nomor 3);

25. Pcrnturnn Mcntcri Onium N"g ri Nomor 1 Tuhun 2006 renrang
Pcdomnn Pcngelolnnn K"\UU1RHn Dnerah, sebagaimana telah
diubnh tcrnkhir d cngnn Pernturnu M nteri DAlRm Negeri
Nomor 2 t Tnhun 20 I 1 Imtnng Perubnhnn Kcdua Atas Peraturan
Mcntcri Dnlnrn Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentnng Pedornan
Pcngclolunn " uangnn Dn .rnh (B rita Ncgara Republik Indonesia
Tuhun 2011 Nomor 310);

26. Pcruturun Mcnteri Dnlnrn N geri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pcdomun p nnbcriun Hibah dan Bautuan Sosinl yang Bersumber
dud Auggnrnn Pcndnpntnn don Belnnjn Daerah (Berita Negara
Rcpublik Indonesia Tnlrun 2011 Nomor 450) sebazaimana telah
diubnh bcbcrnpn kali, tcrakhir dcngan Peraturan Menteri
Dalnm Ncgeri Nomor 99 Tnhun 2019 tentang Perubahan Kelirna
Atns Pcrnturan M "nt- ; Dnlam Neg ri Nornor 32 Tahun 2011
tcntung Pcdoman Pembcrinn Hibah dan Bantuan Somal yang
Bcrsumbcr Dod Anggarnn Pendapatan dan Belanja Daerah
(Bcrita Ncgnrn Republik Indonesin Tnhun 2019 NomoI' 1560);

27. Pcrnturon Menteri Dalum Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pemb ntulmn Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tohun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
denRun Pcratunm Menteri Dabun Negeri Nomor 120 'rahun 2018
ten tong Pcrubnhan Atns Penlturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tnhull 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Docroh (Berita Negnrn Repuhlik Indonesia Tahun 2019
NomoI' 157);

28. Pcrntumn Mentcri Dnlnm Ncgcri Nomor 19 Tnhun 2016 tentang
Pcdomnn Pengelo}uQn Sarong Milik Daemh (Benta Negara
Rcpublik Inrlonesin Tnhun 2016 Nomor 547);



Rv391,042,954,061.00Jumlah Penerirnaan setelah Perubahan

Rp350.000.000.000,OO

Rp 4 ).042,954,061.00
I) Sernula
2) Bertarnbah

b. Bcrkurang Rp 508.685.393.105.00
.Jurnlah BcJanja setelah Perubahan Rp7 ,Q72 ,219. 170,B95.00
SurpJus/(Dclisit) setelah Perubahan (Rp39 1.042.954.061 ,00)

3. Pembinyaan:
a. Penerirnann

Rp7.580.905.164.000,00a. Scrnula

b. Berkurang Rp 549.728.347.166.00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Ro6,681, 176.111_6,834,00
2. Belanja:

Rp7.230.905.164 .000,00a. Sernula

Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dncrah Provinsi Kulirnuntnn S lntan
Tahun Anggaran 2020 dengan Pcndapatan bcrjurnlah Rp6.681. J 7 -,.R J 6.H31J,OOdun
Bclanja berjurnlah Rp7.072.219.770.895,OO schingga menjndi D fi i ,bC'4(lr
(Rp391.042.954.061,00) dcngan rincian scbagai bcrikut:

1. Pcndapatan:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG P~RUfJAHAN ANOOAfMN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAEJV\H PROVIN r KALIMANTAN
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

Dcngan Persctujuan Bcnmmu
DEWAN PERWAKfLAN RAKYAT Dl\r~rMII

PROVINSr KALIMANTAN SELATAN

dan
GUBERNUR KALIMANTAN SJ~LATAN

2(. Pt",.,,, ,III M"ulnl 0"111,,, N"W!ri rIO'II'" :n 'I',d"." '1.1} 1'; fl""Iit"I~
P. <lorrll' II P II Ii "",lIti l\'jJ~WIf/If; ", 1111,111,.,,,,, d"" It ,,,,,,,,
I)II(:rllll T.. hun l\'IJl'~lIru,. 20'/.O (II,-rlI,. "rw.,,, Ht·".,fJl k ",d"",· II

Tllhun 20 IC) Nomnr I (W2)~
30. Pcrnturun DIt ruh Prov',. 11 1<1111111""'1111 r dutJll' rI,,,,,,,, J:~

Tuhun 2007 tcntung I'oknk-Poknk ",:uVof:I"JltJlII Kt'l,,",~')er, """'IIJI
(Lcrnburun Dncruh Provinnt 1<1I11","nlllll ~tr:JlJrll" '1111 'm ').(J(),I
Nomor J 3);

31. Pcruturan Ducrnh Provinnl Klllim/lll'JjIl ~~'fIlIH" rl",,,,,, l:~
Tahun 20]9 tentnng An~Jlrn'1 ,. :tldIlP"'lIfI dJlII UrlmjH "Hr.,,,I,
Provinsi Kalimantan H lutnn Tnhun Anv.y,Jlflltt :),O/.O (Ir.",'lIIrll"
Dacrah Provinsi Kalirnantnn 1IIIlIn Tuh rn 'l.OI') r ontor I;~);
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JumJah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp35.77B.685.000.00
yang dipisahkan setelah perubahan

Rp15.821.315.000,002) Berkurang

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp26.884.632.500,OO
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

1)Semula RpSI.600.000.000,OO

Rp37 .OB1.073.000,00

RpI0.196.440.S00.00
I) Semula
2) Berkurang

Sah setelah perubaban
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah:

1)Semula Rp3.113.S00.000.000,OO
2) Berkurang Rp 588.142.800.000.00
JumIah pajak daerah setelah perubahan Rp2.525.357.200.000,00

b. Retribusi Daerah:

Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
1)SemuJa Rp 83.397.100.000,00
2) Bertambah Rp 15.297.103.700.00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp98.694.203.700,00

Rp3.466.808.509.44 2 ,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan AsliDaerah:

1)Semula Rp 3.824.033.840.000,00
2) Berkurang Rp 708.359.736.308.00
Jumlah pendapatan asli daerah Rp3.115.674.103.692,00
setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer:
1)Semula Rp 3.323.474.224.000,00
2) Bertambah Rp 143.334.285.442.00

Pasal 2

JumJah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp391.042.954.0f)J .00
Sisa Iebih pembiayaan anggaran setelah perubahan RpO,OO

b. Pengeluaran:

1) Sernula Rp 0,00

2) Bert mbah ~R~p ~O~,O~O

JumJah Pengeluaran setelah Perubahan RpO,OO
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Rp391.042.954.061,OOJumlah penerimaan setelah peru bahan
b. Pengeluaran:

1)Semula Rp 00,00
2) Bertambah ~R~p .......:;:O;..:;::O~,O~O

Jumlah pengeluaran setelah perubahan RpOO,OO

Rp350.000.000.000,00
Rp 41.042.954.061,00

1) Semula
2) Bertambah

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan:

Pasal4

2) Berkurang Rp 763.244.725.703,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp2.838.445.586.999,00

Rp3.60 1.690.312.702,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. 8elanja Tidak Langsung:

1) Semula Rp 3.979.214.851.298,00
2) Bertambah Rp 254.559.332.598,00
Jumlah belanja tidak langsung Rp4.233. 774.183.896,00
setelah perubahan

b. Belanja Langsung:
1)Semula

Pasal3

Rp98.694.203.700,00JumJah hibah setelah perubahan

Rp83.397.100.000,00
Rp15.297.103.700,00

1) SemuJa
2) Bertambah

d. Lain-loin Pendaputan Asli Daerah yang Sah:
1)Scmula Rp 621.852.767.000,00
2) Berkurnng Rp 94. 199.180.808.00
Jumlnh lain-lain pendapatan asli daerah Rp527.653.586.192,00
yang sah setelah perubahan

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
Pendapatan transfer pemerintah pusat:

1)Semula Rp3.323.474.224.000,00
2) Bertambah Rp 143.334.285.442,00
Jumlah transfer pusat setelah perubahan Rp3.466.808.509.442,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah:
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(1) Dalam keadaan darurat, Pernerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan:
a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBDTahun Anggaran 2020;
b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/ atau

antaIjenis dalam satu SKPDdan/ atau antar SKPD; dan
c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan

tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus
tercapai.

Pasal6

Kegiatan;
e. Larnpiran V RekapituJasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

g. Lampiran VII Oaftar penyertaan modal (investasi) daerah;
h. Lampiran VIII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah

Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

1. Lampiran IX Oaftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam
tahun anggaran ini; dan

j. Lampiran X Oaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Lampiran IIIc.

a. Ringkasan Perubahan APBD;
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
Rincian Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPO, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, Program dan

Lampiran IVd.

Lampiran I
Larnpiran Ilh.

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provirrsi Kalimantan Selatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalarn Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:

Pasal5

Rp241.042.954.061,00Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pem biayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1) Semula Rp200.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 41.042.954.061.00
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSIKAUMANTAN SELATAN: (4-141/2020)

Diundangkan di 8anjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2020

RUDY RESNAWAN

KALIMANTAN SELATAN,

Ditetapkan di Banjannasin
pada tanggal 12 Oktober 2020

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya daJam Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut rnengenai Penjabarari Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Tahun Anggaran 2020 diatur dengan
Peraturan Gubemur.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebagai bcrikut:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asurnsi dan deviasi asumsi
ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah
dan/ atau meningkatnya belanja dacrah sccara signifikan;

b. bencana alam, bencana sosial dan/ atau yang bcrdarnpak sosial apabila
belanja yang tersedia tidak rnencukupi danj atau belurn tcrsedia
anggarannya ~

c. peru bah an NomekJatur perangkat daerah;
d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan mcnimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pcmcrintah daerah dan masyarakat
darr/utau rnenambah pengeluaran biaya bagi pemcrintah daerah scperti:
1) program dan kegiatan yang rncrupakan arahan dan pusat;
2) pelayanan tnmu pirnpinnn -ang belum tcranggarkan dan arau yang

tidak rnencukupi onggornnnya;
3) kcgiatan k rdinusi yang belurn dianggarkan namun bersifat strategis

dan atau rnendadak.
(3) Pemerintah Dacrah rncnynmpaiknn lnngkah-Iarigkah kebijakan sebagairnana

dimaksud pads ayat (1) dalnrn Lopomn Keuangan Pernerintah Daerah.
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